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BERITA DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG 

 

 

 

 

 

 

 

NOMOR  17  TAHUN  2010 

 

PERATURAN BUPATI BANDUNG 

NOMOR  17  TAHUN  2010 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG 

NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK RESTORAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANDUNG 

 
Menimbang  : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan 

Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pajak 
Restoran, perlu adanya petunjuk pelaksanaan pengelolaan Pajak 
Restoran sebagai pedoman bagi aparat maupun masyarakat yang 
memerlukannya; 
 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 
Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran; 
 

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat 
(Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah 
Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740); 

  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat 
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3987); 
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  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 

  6. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

  7. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  8. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

  9. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

  10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

  11. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4593); 

  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang 
Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 

  15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang 
Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan 
dan Tata cara Pembukuan; 

  16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang 
Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah; 

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan  Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negari 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 
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  18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 

tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D); 

  19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 
Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2); 

  20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17); 

  21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 
tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan 
Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19); 

  22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 
tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20); 

  23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah 
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 21); 

  24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 
tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Di 
Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2007 Nomor 22); 

  25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2009 
tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 
Tahun 2009 Nomor 17). 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PETUNJUK 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG 

NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK RESTORAN. 

 
 

Pasal 1 

 

(1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut Pajak atas setiap pelayanan Restoran. 
 

(2) Objek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan oleh Restoran. 
 

(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penjualan makanan dan atau 
minuman. 
 

 
Pasal 2 

 

Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) adalah : 

a. Pelayanan usaha jasa boga atau catering; 

b. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredaran uangnya tidak 
melebihi Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan. 

 

 

Pasal 3 

 

(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada 
Restoran. 
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(2) Wajib Pajak adalah Pengusaha Restoran. 

 
(3) Wajib Pajak Restoran dengan omzet di atas Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta 

Rupiah) per tahun, wajib menyelenggarakan pembukuan, sesuai dengan prinsip-prinsip 
akutansi yang lazim berlaku. 

 
(4) Wajib Pajak Restoran/Rumah makan, wajib menggunakan Bon Penjualan/Bill yang 

diperporasi oleh Pemerintah Daerah Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan. 
 

 

Pasal 4 

 

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Restoran 
temasuk rumah makan, café, bar, pujasera dan sejenisnya. 
 

 

Pasal 5 

 
Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus). 
 

 

Pasal 6 

 

(1) Besarnya pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 4. 
 

(2) Pengusaha Restoran harus menambahkan pajak restoran atas pembayaran pelayanan di 
restoran dengan perhitungan pajak restoran sebagaimana pada Pasal 6 ayat (1). 
 

(3) Jika pengusaha restoran tidak menambahkan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) maka jumlah pembayaran sudah termasuk Pajak Restoran. 

 

 

Pasal 7 

 

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim. 
 

 

Pasal 8 

 

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan Restoran termasuk rumah 
makan, café, bar, pujasera dan sejenisnya. 
 

 

Pasal 9 

 

(1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD. 
 

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan 
lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. 
 

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Bupati 
selambat-lambatnya 15 (Lima Belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. 
 

(4) Bentuk isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati. 
 

 

Pasal 10 

 

Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), Bupati menetapkan Pajak 
terutang dengan menerbitkan SKPD. 
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Pasal 11 

 

(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 
digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang 
terutang. 

 
(2) Dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Bupati dapat 

menerbitkan ; 

a. SKPDKB. 

b. SKPDKBT. 

c. SKPDN. 
 

(3) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak 
yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak tidak terutang dan tidak ada 
kredit pajak. 
 

(4) Penambahan jumlah pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) 
tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan 
pemeriksaan. 

 

 

Pasal 12 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. 
 
 
 Ditetapkan di Soreang 
 pada tanggal 4 Mei 2010 

 BUPATI BANDUNG 

  

 ttd 

  

 OBAR SOBARNA 

  
Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 4 Mei 2010  

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG 

 

  

ttd  

  
SOFIAN NATAPRAWIRA  

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN  2010 NOMOR 17 
 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

 

 

 

DADE RESNA, SH 

PEMBINA 

NIP. 19621121 199202 1 002 
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